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ABSTRAK

Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK
PELAYANAN KESEHATAN WARGA BINAAN Dl
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN

Nama /NPM :SOPIAN SUARDI/1407350248

Narapidana adalah orang yang pada suatu waktu tertentu
melakukan perbuatan pidana, sehingga dicabut kemerdekaanya
berdasarkan putusan hakim. Setidaknya ia tidak punya hak atas
kebebasannya lagi untuk sementara waktu, tapi dengan ditahannya
narapidana di dalam LAPAS tidak menghilangkan hak-hak narapidana
seperti hak perawatan jasmani, dan hak pelayanan kesehatan yang layak.
Berdasarkan pemikiran diatas maka peneliti tertarik meneliti tentang
penerapan hukum terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga
binaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun rumusan masalah yang
penulis bahas adalah: (1) Bagaimana penerapan hukum pemenuhan hak
pelayanan kesehatan warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan (2)
Apa yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan
terhadap warga binaan di lembaga kemasyarakatan. Metode pendekatan
yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu
menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan teori-teori hukum dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang
menyangkut permasalahan yang dibahas. Teknik pengambilan data
dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap
warga binaan dilembaga permasyarakatan secara formal diatur dalam
pasal 14 undang-undang No 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan
yang mengatur hak-hak narapidana, meskipun demikian pemenuhan hak-
hak kesehatan tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Namun dalam pelaksanaan di lembaga permasyarakatan
masih banyak kekukrangan misalnya lembaga permasyarakatan baru
dapat menerapkan standar pelayanan minimal. Kendala lembaga
permasyarakatan dalam memenuhi hak-hak kesehatan warga binaan
antara lain : (1) Over capacity yang menyebabkan warga binaan rentan
terhadap berbagai penyakit dan (2) kurangnya tenaga atau petugas yang
ahli.
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